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Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun 

masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam aspek hukum bisnis. Rendahnya literasi digital dan 

pemahaman prosedural menyebabkan banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk 

Berusaha (NIB). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan legalitas pada UMKM Warung 

Teras Kuning di Gading Serpong serta menganalisis dampaknya terhadap kredibilitas usaha. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pengurusan NIB berbasis OSS-RBA dan sertifikasi halal mampu 

meningkatkan kesadaran hukum pemilik usaha. Selain memberikan perlindungan hukum dan memperluas akses pasar, 

pendampingan ini juga mendorong peningkatan profesionalisme usaha melalui penguatan strategi branding dan 

digitalisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan daya 

saing UMKM yang memerlukan dukungan lintas sektor secara berkelanjutan. 
 

Kata Kunci: Legalitas Usaha, UMKM, OSS-RBA, Sertifikat Halal, Pendampingan 

Abstract: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in the 

national economy, but still face various obstacles, especially in the legal aspect of 

business. The low level of digital literacy and procedural understanding means that 

many MSMEs do not have business legality, such as a Business Identification Number 

(NIB). This research aims to describe the legality assistance process for Warung Teras 

Kuning MSMEs in Gading Serpong and analyze its impact on business credibility. 

The research method used is qualitative with data collection techniques through 

observation, interviews and documentation. The research results show that assistance 

with OSS-RBA-based NIB processing and halal certification can increase business 

owners' legal awareness. Apart from providing legal protection and expanding market 

access, this assistance also encourages increasing business professionalism through 

strengthening branding and digitalization strategies. This research concludes that 

business legality is an important foundation for the sustainability and competitiveness 

of MSMEs which requires ongoing cross-sector support. 

Keywords: Business Legality, MSMEs, OSS-RBA, Halal Certificate, Assistance 

Pendahuluan 

Sektor UMKM memegang peranan krusial dalam struktur ekonomi Indonesia 

dengan menyumbang lebih dari 60% PDB. Selain menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, 

sektor ini juga menjadi penyerap utama tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2023). Meskipun 

demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi 
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persoalan mendasar terkait legalitas usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha 

(NIB), izin operasional, dan dokumen administratif lainnya. Minimnya pemahaman pelaku 

usaha mengenai manfaat legalitas, keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan, 

serta persepsi bahwa proses pengurusan izin bersifat kompleks menjadi faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan administratif (Austin et al. 2025). 

Legalitas usaha memiliki fungsi penting dalam memperkuat posisi UMKM, baik dari 

aspek kepatuhan regulatif maupun peningkatan kredibilitas usaha. Menurut Lubis (2022), 

legalitas usaha menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan konsumen, akses 

permodalan, serta peluang kemitraan usaha, sementara Febrihapsari et al., (2025) 

menambahkan bahwa pendampingan legalitas usaha melalui sistem OSS-RBA terbukti 

efektif dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur perizinan serta 

mempermudah proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mendorong 

penguatan legalitas usaha. Selain itu, menurut Sarawati & Kamal (2025), menekankan 

bahwa legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, memudahkan 

mereka memperoleh pinjaman atau modal, dan membuka akses ke program-program 

pemerintah seperti bantuan dana, pelatihan, dan perluasan jangkauan pasar. 

Warung Teras Kuning sebagai salah satu UMKM kuliner menghadapi kendala 

serupa, yaitu belum terpenuhinya legalitas usaha yang menghambat akses terhadap 

fasilitas pembiayaan dan peluang pengembangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan 

Indrawati dan Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman pelaku 

UMKM terkait perizinan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum serta terbatasnya 

akses pembiayaan, serta Anggraeni (2022) yang menegaskan bahwa legalitas berperan 

strategis dalam meningkatkan daya saing usaha. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab 

pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses pengurusan legalitas usaha pada Warung Teras 

Kuning, dan bagaimana legalitas usaha dapat meningkatkan kredibilitas serta peluang 

pengembangan UMKM. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan proses pengurusan legalitas usaha pada Warung Teras Kuning dan 

menganalisis kontribusi legalitas terhadap peningkatan kredibilitas, perlindungan hukum, 

dan peluang pengembangan usaha. Pendekatan pendampingan yang diterapkan dalam 

penelitian ini relevan dengan temuan Kasyir et al., (2024) dan Makbul & Ismail (2025) yang 

menunjukkan bahwa pendampingan legalitas, khususnya melalui penerbitan NIB, 

meningkatkan legitimasi usaha, mendorong kepatuhan hukum, serta memperkuat 

kepercayaan publik terhadap UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang pentingnya legalitas dalam 

mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM. 

 

Literature Review 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor paling strategis 

dalam perekonomian nasional dan berdampak pada kehidupan banyak orang. Oleh karena 

itu, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional (Ulya & Agustin, 2022). 
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Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2008, penggolongan UMKM ditentukan melalui kriteria 

nilai aset dan pendapatan tahunan. Selain berperan sebagai pilar ekonomi rakyat, sektor ini 

memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dan ketangguhan yang tinggi saat menghadapi 

fluktuasi ekonomi global. Putranto et al., (2025) mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku 

UMKM masih terhambat oleh persoalan tata kelola manajerial, strategi pemasaran, serta 

kepatuhan hukum. Kendala-kendala tersebut berakar dari minimnya jangkauan terhadap 

sumber informasi, adopsi teknologi yang rendah, serta kurangnya program pembinaan 

yang berkesinambungan. 

Dalam konteks pengembangan usaha, UMKM dituntut untuk tidak hanya 

berorientasi pada produksi dan pemasaran, tetapi juga pada kepatuhan terhadap regulasi 

yang berlaku. Legalitas usaha merupakan elemen penting yang harus dipatuhi oleh usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena menjadi dasar untuk menjalankan bisnis 

secara legal dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang sangat kompetitif. 

Kurangnya kepemilikan legalitas usaha dapat menghambat perkembangan optimal bisnis 

UMKM, sehingga diperlukan pendidikan dan bimbingan untuk membantu mereka 

memahami pentingnya aspek legalitas usaha (Anggraeni, 2022). 

 

Legalitas Usaha UMKM 

 Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap suatu aktivitas 

usaha yang ditandai dengan kepemilikan dokumen perizinan resmi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini mencakup berbagai aspek administratif, 

seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, serta sertifikasi pendukung lainnya. 

Menurut Gultom (2021), Legalitas usaha memiliki peranan penting bagi pelaku usaha, 

termasuk UMKM. Legalitas usaha berfungsi sebagai legitimasi formal dari negara yang 

memperkuat posisi pelaku usaha dalam membangun kemitraan strategis. Maka dari itu, 

kepemilikan izin usaha sebaiknya tidak dipandang sekadar pemenuhan birokrasi, 

melainkan sebagai aset strategis untuk memperkuat posisi tawar serta menjamin 

kelangsungan UMKM di pasar. 

 

Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang diberikan kepada 

pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA). NIB 

berperan sebagai tanda pendaftaran usaha, pengenal bagi kegiatan impor, serta menjadi 

pintu awal bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai perizinan usaha lainnya. 

 Sistem Online Single Submission (OSS) diluncurkan pemerintah untuk 

mengoptimalkan efisiensi, standarisasi, serta transparansi biaya dan waktu dalam 

pengurusan izin usaha. Namun, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh 

rendahnya literasi digital pelaku usaha. Menurut Kasyir et al., (2024), keterbatasan kualitas 

sumber daya manusia ini menyebabkan pelaku UMKM sangat memerlukan bimbingan 

teknis dalam mendaftarkan legalitas usaha mereka, terutama untuk memperoleh Nomor 

Induk Berusaha (NIB). Menurut Gunadi et al., (2025), sistem OSS memberikan kemudahan 

melalui proses perizinan yang terintegrasi, karena mempermudah pengurusan perizinan 
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usaha maupun operasional dan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha supaya dapat 

terhubung dengan pihak terlibat agar memperoleh izin secara aman. 

 

Sertifikat Halal dalam Usaha Kuliner 

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan tertulis dari MUI yang dikeluarkan 

oleh BPJPH untuk mengonfirmasi bahwa suatu barang atau jasa telah sesuai dengan syariat 

Islam. Menurut Fitri dan Jumiono (2021), tujuan utama dari sertifikasi ini adalah untuk 

melindungi hak-hak konsumen dengan memberikan kepastian dan jaminan bahwa produk 

yang mereka konsumsi benar-benar halal. 

Dalam sektor kuliner, sertifikasi halal menjadi keunggulan kompetitif yang 

signifikan bagi UMKM, mengingat mayoritas konsumen Indonesia adalah Muslim. 

Dokumen ini bukan sekadar bukti kepatuhan terhadap syariat, melainkan juga prasyarat 

untuk memperluas kemitraan strategis, seperti partisipasi dalam tender pengadaan barang 

serta penetrasi ke pasar ritel modern. Oleh karena itu, sertifikasi halal kini menjadi 

komponen krusial dalam struktur legalitas yang menjamin eksistensi dan keberlanjutan 

bisnis UMKM di masa depan. 
 

Pendampingan Legalitas Usaha 

 Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha memiliki peranan penting dalam 

membantu pelaku usaha agar kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Legalitas usaha juga merupakan unsur krusial bagi pelaku usaha dalam 

menjamin perlindungan produk bagi konsumen. Pendampingan legalitas usaha terbukti 

mampu membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas seperti NIB dan sertifikat 

pendukung lainnya, sehingga meningkatkan kapasitas daya saing dan perkembangan 

usaha mereka di era digital (Asyrafi et al. 2024). Dengan demikian, pendampingan tidak 

hanya berfungsi sebagai upaya teknis, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang 

mendorong UMKM untuk tumbuh secara formal, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. 

 

Metodologi 

Winanti (2024) menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, di mana data 

dihimpun melalui interaksi langsung dengan realitas di lapangan. Proses pengumpulan 

informasi dilakukan secara mendalam dengan mengandalkan teknik observasi serta 

wawancara guna menangkap fakta-fakta yang ada secara autentik. 

Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai 

pengetahuan dan hambatan UMKM dalam proses legalisasi, sebagaimana digunakan oleh 

Setyanto & Handayani (2020) dalam penelitiannya tentang kepatuhan legalitas usaha 

mikro. Observasi dilakukan untuk melihat langsung alur operasional UMKM serta 

kesiapan administrasi usaha. 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif guna mengeksplorasi secara 

komprehensif bagaimana proses pendampingan legalitas dilakukan pada UMKM Warung 

Teras Kuning. Pemilihan pendekatan ini didasari kemampuannya dalam membedah 

pengalaman serta dinamika yang dialami subjek penelitian. Hal ini selaras dengan 
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pandangan Putri dan Murhayati (2025), yang menyatakan bahwa studi kualitatif bertumpu 

pada teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk membangun pemahaman yang 

kuat terhadap konteks masalah. Sumber data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui 

interaksi langsung berupa wawancara dengan pemilik usaha. Selain itu, data diperkuat 

melalui pengamatan mendalam (observasi) selama tahapan pendaftaran NIB dan perizinan, 

serta didukung oleh pendokumentasian seluruh rangkaian kegiatan pendampingan. 

Teknik tersebut mengikuti panduan metodologi kualitatif menurut Rifa’i (2023) yang 

menekankan pentingnya kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam 

menghasilkan data yang komprehensif. Data sekunder dikumpulkan dari regulasi 

perizinan UMKM, pedoman OSS-RBA, dan literatur terkait legalitas usaha. 

Prosedur analisis data dilakukan secara tematik yang mencakup tahapan reduksi, 

kategorisasi tema, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk 

memetakan pola-pola krusial seperti tingkat kesadaran hukum, hambatan birokrasi, serta 

kontribusi legalitas terhadap persistensi bisnis. Hal ini relevan dengan pandangan Rifa’i 

(2023) mengenai efektivitas analisis tematik dalam mengekstraksi makna dari data 

kualitatif. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan 

mengkomparasikan data hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen resmi (Rofiah & 

Bungin, 2021). Integritas penelitian dipastikan melalui penerapan prinsip etika, termasuk 

perolehan informed consent, proteksi privasi partisipan, serta transparansi maksud 

penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan 

pada UMKM Warung Teras Kuning dalam pengurusan legalitas usaha, khususnya 

penerbitan NIB melalui OSS-RBA dan Sertifikat Halal. Peneliti terlibat langsung dalam 

setiap tahap untuk memastikan pemilik usaha memahami prosedur perizinan. Temuan 

mencakup kondisi awal usaha, proses pendampingan, serta hasil akhir berupa terbitnya 

dokumen legalitas dan meningkatnya pemahaman pemilik usaha. Pembahasan juga 

mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk 

menggambarkan peran legalitas dalam meningkatkan kredibilitas dan pengembangan 

UMKM. 

Sebagai bagian dari kegiatan penelitian, peneliti membimbing pemilik usaha dalam 

menyelesaikan proses legalitas, termasuk pengumpulan dokumen dan penginputan data 

pada platform perizinan digital pemerintah. Pendampingan legalitas usaha yang diberikan 

Tim kepada UMKM Warung Teras Kuning menghasilkan beberapa capaian, antara lain 

terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan logo baru, pembuatan spanduk 

promosi, desain menu makanan, pemrosesan halal, serta pembuatan akun media sosial 

Instagram untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas promosi usaha. Upaya ini 

diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan Warung Teras Kuning.  
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Proses Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS–RBA 

 Pendampingan legalitas usaha yang diberikan Tim kepada UMKM Warung Teras 

Kuning menghasilkan beberapa capaian, antara lain terbitnya Nomor Induk Berusaha 

(NIB), pembuatan logo baru, pembuatan spanduk promosi, desain menu makanan, 

pemrosesan halal, serta pembuatan akun media sosial Instagram untuk meningkatkan 

visibilitas dan memperluas promosi usaha. Upaya ini diharapkan dapat mendorong 

peningkatan penjualan Warung Teras Kuning. Secara umum, tahapan proses yang 

ditempuh meliputi: 

1. Pendaftaran / Login Akun OSS 

Pemilik usaha memulai proses dengan membuat akun baru atau menggunakan akun 

OSS yang sudah dimiliki sebelumnya, kemudian data identitas pemilik diverifikasi 

untuk memastikan keabsahan akun dan kelengkapan informasi yang diperlukan. 

2. Pengisian Profil Usaha 

Data yang dimasukkan mencakup identitas pemilik, bentuk usaha, lokasi usaha, 

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai jenis usaha, serta modal awal, 

di mana pendamping memberikan arahan untuk memastikan pemilihan KBLI sesuai 

dengan kegiatan usaha yang dijalankan. 

3. Pengajuan Kegiatan Usaha Baru 

Pengguna menambahkan nama usaha, lokasi, kapasitas, dan jenis produk yang 

dijual, kemudian seluruh data diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan 

ketentuan OSS-RBA. 

4. Verifikasi Persyaratan Lingkungan (Amdalnet) 

Sistem OSS secara otomatis mengarahkan proses ke Amdalnet untuk penapisan 

lingkungan, dan untuk UMKM skala mikro, yang diperlukan hanyalah Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diisi secara daring dan 

disetujui oleh pihak terkait. 

5. Finalisasi & Penerbitan NIB 

Setelah SPPL disetujui dan tersinkronisasi dengan OSS, tahapan akhir dilakukan 

sehingga NIB resmi diterbitkan secara digital, dapat diunduh, dan berfungsi sebagai 

identitas legal usaha. 

 
Gambar 1. NIB Warung Teras Kuning 
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Proses Pembuatan Sertifikat Halal melalui Sihalal 

Selain penerbitan NIB, Warung Teras Kuning juga mengajukan permohonan 

sertifikat halal sebagai langkah untuk menjamin kehalalan produk dan meningkatkan 

kepercayaan konsumen. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem Sihalal yang 

dapat diakses di https://ptsp.halal.go.id/login dan dikelola oleh LPPOM MUI. Proses ini 

berjalan melalui langkah-langkah berikut: 

1. Pendaftaran Akun SiHalal 

Pendamping membuat akun baru di sistem Sihalal untuk dapat mengakses 

layanan pengajuan sertifikat halal. 

2. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal 

Pendamping mengisi formulir permohonan daring, mencantumkan informasi 

produk, bahan baku, metode produksi, dan rantai pasok yang digunakan. 

3. Pengunggahan Dokumen Pendukung 

Semua dokumen yang dibutuhkan seperti daftar bahan baku bersertifikat halal, 

prosedur produksi, dan sertifikat pendukung lainnya diunggah ke sistem. 

4. Verifikasi Data Secara Daring 

LPPOM MUI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah 

diunggah. 

5. Audit Lapangan 

Auditor halal melakukan kunjungan ke lokasi produksi Warung Teras Kuning 

untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai standar Syariah. 

6. Pembayaran Biaya Sertifikasi 

Setelah verifikasi dan audit, pendamping melakukan pembayaran melalui 

metode yang ditentukan, dan sistem memperbarui status permohonan secara otomatis. 

7. Penerbitan Sertifikat Halal 

Setelah seluruh proses selesai dan lolos audit, sertifikat halal diterbitkan dan 

dapat diunduh melalui sistem Sihalal. 

 
Gambar 2. Permohonan Sertifikat Halal Warung Teras Kuning 

https://ptsp.halal.go.id/login
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Warung Teras Kuning telah mengajukan permohonan sertifikat halal melalui sistem 

online, sebagai upaya untuk menjamin kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan 

konsumen. Proses pendampingan dalam pengurusan sertifikat halal terbukti sangat 

membantu, terutama bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum pernah melakukan 

pendaftaran halal. Pendampingan diyakini meminimalkan kesalahan administratif, 

meningkatkan pemahaman prosedur, serta memperlancar proses verifikasi dan audit 

lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian pada UMKM makanan di Pekalongan, 

di mana pendampingan sertifikasi halal terbukti meningkatkan kualitas produk dan daya 

saing (Ismanto et al., 2024). 

Hingga saat ini, permohonan sertifikat halal Warung Teras Kuning masih berada 

pada tahap pengajuan surat permohonan dan verifikasi dokumen, sehingga sertifikat resmi 

belum diterbitkan. Meskipun demikian, dengan telah masuknya permohonan ke sistem 

Sihalal, Warung Teras Kuning memperoleh bukti penerimaan permohonan sebagai dasar 

perlindungan awal. Kondisi ini tetap memberikan keyakinan bagi pemilik usaha bahwa 

legitimasi produk dan reputasi usaha dapat terbangun, sehingga mendukung daya saing 

usaha kuliner di pasar lokal. 

 

Pendampingan pada Logo, Menu, dan Spanduk 

Selain melakukan pendampingan pada legalitas usaha dari UMKM Warung Teras 

Kuning, pendampingan juga dilakukan pada media promosi dengan melakukan branding 

pada UMKM Warung Teras Kuning. Branding yang dilakukan adalah pembuatan logo, 

menu dan spanduk UMKM Warung Teras Kuning, sehingga memiliki tampilan baru yang 

lebih menarik dan mudah dikenali oleh pembeli. 

 

                  
Gambar 3. Logo Warung Teras Kuning  Gambar 4. Menu Makanan Warung Teras Kuning 
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Gambar 5. Spanduk Warung Teras Kuning 

 

Pendampingan pada pada Media Sosial 
Pendampingan terakhir dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, yaitu 

Instagram dan TikTok, dengan tujuan memperluas jangkauan informasi mengenai UMKM 

Warung Teras Kuning agar tidak terbatas pada konsumen yang berkunjung langsung ke 

kawasan Gading Serpong, Tangerang. Selain itu, pendampingan melalui Instagram 

diarahkan untuk membangun jejak digital usaha sekaligus menjadi salah satu sarana 

promosi yang efektif. 

                                         
Gambar 6. Media Sosial Instagram Warung Teras Kuning       Gambar 7. Media Sosial TikTok Warung Teras Kuning 

 

Simpulan 

Berdasarkan pendampingan UMKM Warung Teras Kuning, terbukti bahwa legalitas 

usaha berperan signifikan dalam meningkatkan kredibilitas bisnis, memberikan proteksi 

hukum, serta memperluas akses ke berbagai peluang pengembangan, seperti permodalan 

dan program pemerintah. Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa 

pemilik usaha belum sepenuhnya memahami prosedur serta jenis legalitas usaha, termasuk 
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NIB dan izin usaha lainnya. Kendala yang muncul umumnya berkaitan dengan rendahnya 

literasi digital, terbatasnya pendampingan yang diterima, serta persepsi bahwa proses 

pengurusan legalitas melalui OSS bersifat rumit dan memerlukan waktu yang panjang. 

Pendampingan legalitas usaha di Warung Teras Kuning menunjukkan bahwa 

kegiatan ini tidak hanya mempermudah pemilik dalam memahami prosedur administratif, 

tetapi juga mendorong meningkatnya kesadaran mengenai urgensi legalitas formal. Pemilik 

usaha mulai menyadari bahwa legalitas merupakan elemen penting yang dapat 

memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan perlindungan secara hukum, serta 

membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Keberadaan legalitas yang lengkap 

turut membuat usaha terlihat lebih profesional dan memiliki peluang untuk berkembang 

ke skala yang lebih besar. 

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan legalitas menjadi dasar yang 

penting bagi keberlanjutan UMKM, terutama di sektor kuliner. Oleh karena itu, 

pemerintah, lembaga pendamping, dan universitas harus terus memberikan dukungan 

kepada pelaku UMKM. Bantuan ini penting agar mereka mampu memahami dan 

mengelola proses serta manfaat dari legalitas usaha secara memadai. Upaya pendampingan 

langsung dan edukasi hukum yang sederhana dapat menjadi strategi efektif agar UMKM 

termasuk Warung Teras Kuning mampu membangun usaha yang patuh regulasi, 

kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 
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